
 
134 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

2. Buku 

Arief, Barda Nawawi, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: 

Gajah Mada University Press, 1992). 

 

Asikin, Zainal dan Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2010). 

 

Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2010). 

 

Fahmi, Khairul, Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2011). 

 

Fajar, Mukthie, Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi, (Malang 

: Setera Press, 2009).  

 

Gaffar, Janedjri M, Politik Hukum Pemilu, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013). 

 

Haryadi, Achmad Dodi, Demokrasi Lokal : Evaluasi Pemilukada Indonesia, 

(Jakarta: Konstitusi Press, 2012). 

 

Jurdi, Fajlurrahman, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakarta:Kencana, 

2018). 

 

Lubis, Marzuki, Pergeseran Garis Peraturan Perundang-Undangan tentang 

DPRD dan Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia, 

(Bandung:  CV. Mandar Maju, 2011). 

 

Lutfi, Mustafa,  Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia : Gagasan 

Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi, 

(Yogyakarta : UII Press, 2010). 

 

Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan 

PTUN di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2000). 

 

Purwodarminto, W.J.S, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai 

Pustaka, 2005). 



 
135 

 

 

 

Rozak, Abdul dan A. Ubaedilla, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan 

Masyarakat Madani, (Jakarta; ICCE UIN Jakarta, 2003). 

 

Soemitro, Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta 

: Ghalia Indonesia, 1990). 

 

Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu 

Tinjauan Singkat, (Jakarta : PT Raja Graiindo Persada, 2004). 

 

Sujamto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1983). 

 

Sunarno, Siswanto, Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2008). 

 

 

3. Peraturan Perundang-undangan 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954. 

 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan 

Umum. 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. 

 

 

4. Jurnal  

Kinanti, Hidayah Arum dkk, Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Dalam Mempersiapkan 

Pemilihan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017, 

Diponegoro Law Journan, Volume 2, No. 2, 2017. 



 
136 

 

Marzuki, Suparman, Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu 

Untuk Pemilu Yang Demokratis, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 15, 15 

Juli 2018. 

 

Nopyandri, Pemilihan Kepala Daerah yang Demokrasi dalam Perspektif UUD 

1945, Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 2, 2002. 

 

Saraswati, Retno, Calon Perseorangan: Pergeseran Paradigma Kekuasaan 

dalam Pemilukada, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, No. 2 Jilid 40, 

2011. 

 

Sutrisno, Cucu, Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada, Jurnal Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Volume 2 No. 2, 2017. 

 

Tyesta, Lita dan Lisma, Implikasi Paeritipasi Masyarakat Pada Pilkada 

Serentak dalam Meningkatkan Demokrasi Konstitusional di 

Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2015), Jurnal Law Reform, Volume 13 

No. 1, 2015. 

 

 

5. Internet  

http://soloraya.solopos.com/read/20180423/494/912243/pilkada-2018-

juliyatmono-dan-sejumlah-asn-dilaporkan-ke-panwaslu-karanganyar (diakses 

pada tanggal 2 November 2018, pada pukul 19:25). 

https://news.detik.com/berita/d-3479819/ini-171-daerah-yang-gelar-pilkada-

serentak-27-juni-2018 (diakses pada tanggal 3 Februari 2019, pada pukul 

16.35). 

 
https://www.kompasiana.com/okisolikhin/55359d616ea8341209da42e4/mengantisip

asi-kecurangan-pilkada-2015, (diakses pada 9 Desember 2018, pukul 21:35). 

 

 

http://soloraya.solopos.com/read/20180423/494/912243/pilkada-2018-juliyatmono-dan-sejumlah-asn-dilaporkan-ke-panwaslu-karanganyar
http://soloraya.solopos.com/read/20180423/494/912243/pilkada-2018-juliyatmono-dan-sejumlah-asn-dilaporkan-ke-panwaslu-karanganyar
https://news.detik.com/berita/d-3479819/ini-171-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-27-juni-2018
https://news.detik.com/berita/d-3479819/ini-171-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-27-juni-2018
https://www.kompasiana.com/okisolikhin/55359d616ea8341209da42e4/mengantisipasi-kecurangan-pilkada-2015
https://www.kompasiana.com/okisolikhin/55359d616ea8341209da42e4/mengantisipasi-kecurangan-pilkada-2015

